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MOTTO 

 

 

―Verily, with the hardship, there is relief. So, if You have finished 

(from any affairs), keep working hard (for another affairs).‖  

(QS. 94: 67) 

―Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain)‖ (QS. 94: 6-7) 

 

 

 

Make so many mistakes as you can. Get the wrong ways and stuck 

in somewhere, because there’s no way in career other than that  

--Twilight : Eclips--  

(Buatlah kesalahan sebanyak yang kamu bisa, salah mengambil jalan and 

terjebak disuatu tempat, karena tidak ada jalan dalam karir selain itu.) 

--Twilight : Eclips-- 

 

 

 

―Always be a leading lady of your own life‖ 

 –Audrey Hepburn— 

(selalu menjadi wanita yang terkemuka dari kehidupanmu sendiri) 

--Audrey Hepburn--  
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ABSTRAK 

 Kewenangan Desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang 

dimiliki oleh Desa tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. Dalam Pelaksanaan kewenangan desa ini, antara kebijakan dengan 

implementasinya ternyata belum sesuai, termasuk juga di Desa Sumbermulyo, 

Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini adalah bagaimana kesiapan implementasi Permendesa, PDT dan 

Transmigrasi No.1/2015 ? serta faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan 

menghambat kesiapan implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi 

No.1/2015 tentang pedoman kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa 

Sumbermulyo ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan 

Implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang 

Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Untuk Mengetahui faktor-faktor  yang 

mempengaruhi Implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 

tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan 

Bambangliputro, Kabupaten Bantul. DIY. 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu: 

menggunakan petunjuk umum wawancara dan model wawancara terbuka, dan 

mengambil lokasi penelitian di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, 

Kabupaten Bantul. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa, sumber data penelitian ini adalah 

Perangkat Desa (Carik Desa (PJ Lurah) 1 orang, Kepala Bagian Pemerintahan 1 

orang, Kepala Bagian Pembangunan 1 orang dan Kepala Bagian Kemasyarakatan 

1 orang), Unsur BPD 3 orang, Unsur LPMD 3 orang dan Tokoh Masyarakat 4 

orang Desa Sumbermulyo. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan 

teknik trianggulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat 

deskriptif analisis. 

 Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi 

kewenangan lokal berskala desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan 

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul belum berjalan dengan baik, karena dasar 

hukum ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum ada, serta Peraturan 

Bupati dan Peraturan Gubernur belum konsisten dalam mengeluarkan kebijakan, 

sering terjadi gonta-ganti dan tumpang tindih aturan kebijakan yang dapat 

membingungkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Ada dua faktor yang mendukung kesiapan implementasi kewenangan 

lokal berskala desa dalam bidang pembangunan di Desa Sumbermulyo adalah 

komunikasi dan kemampuan sumber daya.  

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, kewenangan lokal berskala desa, 

komunikasi dan kemampuan sumber daya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kewenangan sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk 

bertindak mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Ada pula yang 

memahami bahwa kewenangan desa adalah kekuatan formal perangkat negara 

untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap 

warga negara. (Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih S., 2012)  

Berdasarkan sejarahnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan 

kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hal ini menghambat kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat 

karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan 

adat dari desa tersebut. 

Pada era reformasi terbitlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa 

desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam undang-undang tersebut selanjutya dipertegas dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memuat 



2 
 

kewenangan-kewenangan desa. Dari kewenangan dimiliki oleh desa tersebut 

diharapkan dalam pelaksanaanya sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan 

otonomi desa dimana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri. Namun tampaknya UU No. 5/1979 tentang Pemerintah Desa, UU No. 

22/1999 tentang Pemerintah Daerah maupun UU No. 32/2004 tentang 

Pemerintah Daerah, sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan asas 

pengakuan dan penghormatan terhadap desa, kecuali hanya mengakui daerah-

daerah khusus dan istimewa.  

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa, yang 

selanjutnya disebut dengan Undang-undang Desa, menjadi sebuah titik awal 

harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas 

dirinya. UU Desa yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Didukung pula dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

APBN. Perubahan tersebut telah memberikan pondasi dasar terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 
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Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, 

peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-

undangan sebelumya, kewenangan desa hanya bersifat target dan dengan UU 

Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Berdasarkan dua azas rekognisi dan 

subsidiaritas UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan 

azas desentralisasi dan residualitas. Dengan mendasarkan pada azas 

desentralisasi dan residualitas desa hanya bagian dari daerah, sebab 

desentralisasi hanya berhenti di Kabupaten/Kota. Disamping itu, desa hanya 

menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten/Kota. Sehingga 

desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun 

sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa. (M. Silahuddin, 2015:9) 

Dengan kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa 

menghasilkan definisi desa yang berbeda dari definisi-definisi sebelumnya. 

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yng memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul dan atau hak tardisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan NKRI. 

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa 

sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self 

governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). 

Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan 
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masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala 

kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah 

desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus 

pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, 

masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana 

pemerintahan Desa. (M. Silahuddin , 2015:11) 

Dalam pengelompokannya, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan 

bidang: (1) Penyelenggaraan pemerintah desa, (2) Pembangunan desa, (3) 

Pembinaan kemasyarakatan desa, dan (4) Pemberdayaan masyarakat desa yang 

berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang 

berdasarkan adat istiadat desa. 

Dalam pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat 

mempunyai empat kewenangan, meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal 

usul yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dimana desa 

mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, 

kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

Dari keempat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan tersebut 

yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat 

beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. kewenangan yang dimiliki oleh 

Desa tersebut sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, sehingga 
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kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan 

dijabarkan oleh peraturan pemerintah. 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan 

warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 

desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan asal 

usul juga dipahami sebagai “hak asli” atau “hak bawaan”. Artinya sebagai 

kesatuan hukum, hak-hak desa telah melekat sebelum lahirnya NKRI pada 

tahun 1945 dan terus hidup dan dihidupi hingga saat ini. Bentuk dari hak asal 

usul setiap desa sangat beragam, tetapi secara umum hak asal usul desa 

meliputi: mengatur dan mengurus sendiri tanah desa atau tanah ulayat adat 

desa, menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa, melestarikan adat 

istiadat, lembaga, prantara dan kearifan lokal dan menyelesaikan sengketa 

dengan mekanisme adat setempat. (M. Silahuddin, 2015:13-14) 

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan 

oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul 

karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan ini 

menegaskan bahwa urusan atau masalah yang berskala lokal atau dekat dengan 

masyarakat diurus sendiri oleh desa. Kewenangan ini lahir dari kebutuhan atau 

kondisi yang dihadapi oleh warga desa sehari-hari. (M. Silahuddin, 2015:14) 

Dari beberapa penjelasan tentang kewenangan diatas menjadi wajib 

diketahui oleh pemerintah desa, karena tanpa mengetahui beberapa 

kewenangan tersebut, pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan 

sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa. Kewenangan Desa 
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan desa yang berdasarkan 

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Pasal 7 

disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa meliputi: 

a) Bidang Pemerintahan Desa; 

b) Pembangunan Desa; 

c) Kemasyarakatan Desa; dan 

d) Pemberdayaan Masyarakat. 

Secara umum Pemerintah Kabupaten belum melaksanakan 

implementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi No.1/2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa karena 

peraturan ini masih dalam tahap sosialisasi, sehingga belum bisa 

diimplementasikan oleh Pemerintah Kabuaten begitu juga dengan Pemerintah 

Kabupaten Bantul khususnya Desa Sumbermulyo sendiri belum 

mengimplementasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi dikarenakan dari 

Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengeluarkan kebijakan mengenai 

Kewenangan Lokal Berskala Desa. Akan tetapi, Desa Sumbermulyo 

merupakan desa berprestasi, maka ketika Pemerintah Kabupaten Bantul 

mengeluarkan peraturan ini, Pemerintah Desa Sumbermulyo akan siap untuk 

mengimplementasikannya. 

Dalam keempat bidang kewenangan Desa diatas inilah yang akan 

membantu pemerintah Desa dalam mewujudkan UU No.6/2014, khususnya di 

Desa Sumbermulyo.  Komponen-komponen dan sumber daya yang ada 

menjadi tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan, khususnya 
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peran dan tanggung jawab dalam proses pelaksaan, pengimplementasian, 

pembinaan masyarakat pada organisasi dimasyarakat desa. Sampai sejauh ini 

dengan pengamatan peneliti, pengimplementasian kewenangan desa baik 

dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, 

Kemasyarakatan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditemukan 

fenomena bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam melaksanakan 

kewenangan desa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa. 

Hal ini bisa saja akan berdampak pada desa dan masyarakata desa itu sendiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukan bahwa 

dalam pelaksanaan kewenangan Desa Sumbermulyo yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa kemampuan aparat 

Desa Sumbermulyo dalam pelaksaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan 

dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan 

masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan 

tugas-tugas administrasi yang belum terlaksana dengan baik dan konsisten baik 

administrasi umum, administrasi penduduk maupun administrasi keuangan. 

Hal tersebut adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor 

kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum 

optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting 

adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa dan 

mampu meningkatkan daya saing desanya. 

Selanjutnya hal lainnya dalam bidang pembangunan di Desa 

Sumbermulyo juga belum optimal, salah satunya adalah sarana dan prasarana 
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dijalur irigasi pertanian yang dapat menunda regenerasi petani dan penerangan 

jalan dibeberapa titik. Berikutnya dalam bidang kemasyarakatan desa, sejauh 

ini pembinaan kemasyarakatan baik di pemuda, bapak, ibu dan organisasi 

lainnya yang ada di Desa ditemukan fenomena bahwa pemerintah Desa sudah 

cukup optimal. Hanya saja ditemukan fenomena bahwa pemerintah desa dalam 

melakukan pemberdayaan dan pembinaan khususnya anak Pemuda belum 

maksimal, hal ini sering berdampak pada kestabilitasan keamanan dan 

ketertiban masyarakat desa. Banyak anak-anak muda yang belum mengerti dan 

sadar tentang pentingnya stabilitas desa, sejauh ini pemerintah belum maksimal 

dalam melakukan pemberdayaan kepada generasi mudah, bukan hanya itu saja 

untuk beberapa organisasi kemasyarakatan harus dimaksimalkan lagi fungsi 

dan tugasnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa kewenangan desa di 

Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul tidak 

semudah kebijakan yang ada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa 

Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.  

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih lanjut 

terkait dengan Kesiapan Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan 

Permendesa No. 1/2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
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